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A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 





Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 (sa S es (dengan titik di  atas ث
 jim J Je ج
 (ha H ha (dengan titk di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 ra R Er ر 
 zai Z Zet ز 
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 sad S es (dengan titik di ص
bawah) 
 dad D de (dengan titik di ض
bawah) 
 (ta T te (dengan titik di bawah ط
 za Z zet (dengan titk di ظ
bawah)  





 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha ه
 hamzah , Apostop ء
 ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َـ  fathah a A 
ِـ  kasrah I I 
ُـ  dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 





fathah dan ya ai a dan i 
 
  و








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 













  ..ا|َ َي ...






a dan garis di atas 
  ي












u dan garis di atas 
 
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
hidup atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 





Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama 
juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK,DP, CDK, dan DR). 
 
B. Daftar Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  
a.s.    = ‘alaihi al-salām  
H  = Hijrah  
M  = Masehi  
SM  = Sebelum Masehi  
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.  = Wafat tahun  
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  








NAMA : SISKA 
NIM : 10300113132 
JUDUL SKRIPSI : “NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KEPUTUSAN 
MPR RI (TELAAH YURIDIS) PERSPEKTIF 
SIYASAH SYAR’IYYAH” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui Nilai-nilai Keadilan 
dalam Keputusan MPR RI ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah?, 2) 
Mengemukakan dan menganalisis pandangan siyasah  syar’iyyah mengenai nilai 
Keadilan dalam Keputusan MPR RI? 
Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan pendekatan 
yuridis normatif dan syar’i, berupaya mengkaji sisi aturan hukum atau dasar 
hukum mengenai nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI. Penelitian ini 
tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan 
menganalisis dengan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang 
representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas, dan menyimpulkannya. 
Setelah melakukan pembahasan tentang implementasinya, maka hasil 
penelitian yang didapatkan 1) Sistem keadilan yang berlaku di Indonesia selalu 
mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945 
2) Keadilan telah menjadi bahan kajian baik di kalangan ahli filsafat maupun di 
kalangan ahli agama; politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan 
merupakan nilai internal hukum, maka tidak dapat memisahkan hukum dan 
keadilan. Konsekuensi adanya perubahan pada sistem nilai harus diikuti oleh 
perubahan pada penerapan atau pelaksanaan hukum. 
Diharapkan agar (1) Menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk 
undang-undang yang akan menentukannya berdasarkan pertimbangan bersama, 
maka kita mengacu hanya pada hukum hanya karena hukum tersebut adil (2) 
Keadilan harus memperoleh tempat yang proposional dalam implementasinya, 
bahwa kendatipun hukum terhadap  nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI 










A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian 
tersebut didasarkan pada hukum materil, sedangkan dalam hukum formal ialah 
kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan 
dianjurkan untuk dilakukan. Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam masyarakat.1 Hal ini disebabkan 
karena Islam bersifat universal dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang 
dihadapinya.  
Ada beberapa aspek dalam Islam yang dapat mengurangi problematika 
kehidupan manusia. Salah satu aspek yang sangat urgent adalah syariat. Aspek ini 
memberikan gambaran mengenai aturan-aturan dan norma-norma terhadap umat 
islam, dengan tujuan agar manusia dapat hidup aman, damai, sejahtera, dan 
harmonis.2 
Makna negara hukum menurut pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah 
negara hukum dalam arti materil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia, seluruhnya tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam 
menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
 
1Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cet 5;  Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21. 





keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD 1945 yang berdasarkan 
pancasila.3 
Istilah Hukum Tatanegara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur 
organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan 
organisasi negara tersebut.4 Aturan dasar negara/aturan pokok (Staatsgrundgesetz) 
merupakan  kelompok norma hukum di bawah norma Fundamental Negara dan 
merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan 
umum yang masih bersifat garis besar, sehingga merupakan norma hukum 
tunggal.5 
Ketetapan MPR merupakan salah satu dari jenis dan Hierarki Peraturan 
Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.6 Penempatan Ketetapan 
MPR kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam 
Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menimbulkan permasalahan seperti Ketetapan MPR yang merupakan 
bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan pengujian 
baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
 
3Acmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia (Yogyakarta : Rangkang Education, 2011),  h. 3-4. 
4Sirajuddin Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tatanegara (Cet. 1; Malang: Setara Press, 
2015),  h. vii 
5Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi 
Muatan)  (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 48. 
6Republik Indonesia, TAP MPR RI Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang 




undangan disahkan karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan 
belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. 
Hal yang baru dalam UU 15 tahun 2019 adalah pengaturan mekanisme 
pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh Presiden dalam 
suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan 
keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai 
Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan disahkan oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 2019 di Jakarta. 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 
berlaku setelah diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Jakarta oleh PLT. 
Menkumham Tjahjo Kumolo. 
Dasar hukum UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 




Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang” Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 
berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. 
Dengan tidak dapat diujinya Ketetapan MPR , maka akan menimbulkan 
permasalahan terkait dengan eksistensi kedudukan Ketetapan MPR dalam jenis 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011.7  
Penempatan kembali Ketetapan MPR RI dalam tata urutan peraturan 
perundang-undangan bukan lantas menyelesaikan masalah, justru keadaan ini 
menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu terhadap tata hukum nasional. Sesuai 
dengan rumusan pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, “Peraturan 
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan.” Dengan demikian, Ketetapan MPR merupakan norma 
hukum yang mengikat umum. 
 




Penempatan Ketetapan MPR setingkat di bawah UUD NRI 1945 dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan membawa konsekuensi bahwa 
Ketetapan MPR harus selaras dengan UUD NRI 1945. Dalam arti, Ketetapan 
MPR tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Apabila 
bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Ketetapan MPR kehilangan 
keabsahannya. Dalam hal materi muatan Ketetapan MPR bertentangan dengan 
ketentuan UUD 1945, tentunya Ketetapan MPR tersebut dapat diuji terhadap 
UUD 1945 (uji konstitusionalitas). Sebaliknya, Ketetapan MPR menjadi sumber 
hukum dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di 
bawahnya. 
Ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, tercantum 
kalimat “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Pernyataan ini memberikan pemahaman 
bahwa MPR merupakan lembaga negara yang tertinggi sebagai pelaksana 
kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa lembaga-lembaga negara yang 
lain berada di bawah majelis. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara di luar 
majelis tidak dapat membatalkan putusan-putusan majelis, hal mana disebabkan 
oleh kedudukannya yang lebih rendah.8 Pemahaman MPR sebagai lembaga 
negara tertinggi kala itu dijabarkan pula dalam penjelasan Pasal 1 tersebut, bahwa 
“Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan 
negara.”9 
 
8Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Bandung: 
Alumni, 1989), h. 87. 
9A.S.S Tambunan, MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Pengamatan dan 




 Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang 
hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam 
hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.  
Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung 
dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.10 Tugas 
hukum ialah mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan utama karena tiga 
kepentingan hidup bersama. Kepentingan hidup bersama Negara tiga nilai dasar 
hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.11 Berdasarkan latar 
belakang masalah tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul: Nilai-nilai 
Keadilan dalam Keputusan MPR RI (Telaah Yuridis) Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dapat dirumuskan pokok 
masalah dalam skripsi ini yaitu ’’Nilai-nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI 
(Telaah Yuridis) Perspektif Siyasah Syar’iyyah’’ 
Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa 
sub masalah berikut ini : 
1. Bagaimana konsep nilai keadilan yang harus adil dan terukur sama rata 
dalam penegakan hukum menurut Keputusan MPR RI ditinjau dari 
Hukum Tatanegara ? 
 
10Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung : Nuansa dan   
Nusamedia, 2004), h. 23. 





2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam 
Keputusan MPR RI di Indonesia ? 
3. Bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah tentang nilai keadilan dalam 
Keputusan MPR RI ? 
 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 
1. Pengertian Judul 
  Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variabel yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
a. Nilai Keadilan 
Nilai ialah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan 
atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. 
Keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, 
yang dimana kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, 
baik menyangkut benda atau orang. 
Jadi, Nilai keadilan adalah nilai-nilai (hal-hal) yang berkaitan dengan hak, 
kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata. 
b. Keputusan MPR 
Keputusan ialah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan 





MPR ialah dewan yang mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya 
secara terbatas. 
Jadi, Keputusan MPR adalah bentuk putusan yang berisi hal-hal yang 
bersifat penetapan. 
c. Telaah Yuridis 
Telaah ialah suatu kajian, pemeriksaan, penyelidikan atau penelitian. 
Yuridis ialah menurut hukum atau dari segi hukum, secara hukum, 
bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka 
pengadilan). 
Jadi, telaah yuridis adalah mempelajari dengan cermat suatu kajian atau 
penelitian dari segi hukum atau melihat suatu perbuatan dari aspek hukum. 
d. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
Perspektif ialah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana 
objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau 
dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek. 
Siyasah Syar’iyyah ialah pemerintahan berdasarkan hukum syariah atau 
sistem politik yang mengelolah urusan pemerintahan dan rakyat Islam 
dalam setiap aspek. 
Jadi, Perspektif Siyasah Syar’iyyah adalah pemerintahan berdasarkan 
hukum syariah. 
2. Ruang Lingkup Pembahasan 
  Nilai-nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI (Telaah Yuridis) Perspektif 




akademik tentang kontribusi Nilai-nilai keadilan hukum dalam suatu Keputusan 
MPR RI pada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana konsep implementasi dari Nilai-nilai keadilan dalam 
Keputusan MPR RI.  
Telaah yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum 
atau dari segi hukum adalah mempelajari dengan cermat suatu kajian, 
pemeriksaan atau penelitian dari segi hukum atau melihat suatu perbuatan dari 
aspek hukum. Nilai keadilan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hak,  
kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata. Keadilan adalah sebagai hasil 
atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. 
Jadi, Telaah Yuridis terhadap nilai Keadilan adalah mempelajari suatu kajian dari 
aspek hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban yang harus adil dan terukur 
sama rata karena nilai yang didalamnya mengandung makna tentang mengatur 
negara dengan adil tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengunggulkan satu 
dengan yang lainnya. 
Keputusan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah bentuk 
putusan dewan yang mengemban tugas kenegaraan yang berisi hal-hal yang 
bersifat penetapan. 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah merupakan pemerintahan berdasarkan 
hukum syariah atau suatu tindakan politik atau peraturan yang bersifat syar’i yang 
membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. 
 




  Berangkat dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan, tidak diketemukan beberapa penelitian secara spesifik yang sama 
dengan penelitian ini. Namun, diketemukan beberapa penelitian yang memiliki 
pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian-penelitian 
tersebut ialah sebagai berikut : 
1. Chainur Arrasjid, dalam bukunya  Dasar-Dasar Ilmu Hukum.  
Buku tersebut memuat tentang  ilmu hukum secara umum didasarkan pada 
penglihatan hukum materil, sedangkan dalam segi hukum formal ialah 
kehendak manusia yang berisikan petunjuk tingkah laku yang dilarang dan 
dianjurkan untuk dilakukan. Karena hukum memiliki kandungan nilai-nilai 
keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat.12 
Di dalam buku ini membahas tentang Dasar-dasar Ilmu Hukum, dasar-
dasar Ilmu Hukum merupakan salah satu objek penelitian ini. Namun,  
dalam buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai nilai 
keadilan dalam Keputusan MPR RI, yang dimana kepastian hukum bagi 
masyarakat yang masih tumpang tindih dilapangan dan belum sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
2. Abdi Wijaya, dalam bukunya yang berjudul Hukum Tatanegara Islam 
membahas tentang beberapa aspek dalam Islam yang dapat mengurangi 
problematika kehidupan manusia. Salah satu aspek yang sangat urgent 
adalah syariat. Aspek ini memberikan gambaran mengenai aturan-aturan 
dan norma-norma terhadap umat islam, dengan tujuan agar manusia dapat 
 




hidup aman, damai, sejahtera, dan harmonis. Dalam buku ini 
memfokuskan kajian aturan dan norma dalam Islam.13 Sedangkan 
penelitian ini memfokuskan terhadap nilai keadilan dalam Keputusan 
MPR RI pada masyarakat di Indonesia. 
3. Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam bukunya: Ilmu Perundang-
undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)” menjelaskan tentang aturan 
dasar negara/aturan pokok (Staatsgrundgesetz) merupakan  kelompok 
norma hukum di bawah norma fundamental negara dan merupakan aturan-
aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum 
yang masih bersifat garis besar, sehingga merupakan norma hukum 
tunggal. Dengan adanya aturan pokok dasar negara tersebut diharapkan 
dapat membentuk peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia.14 Sedangkan penelitian ini memfokuskan nilai Keadilan dalam 
Keputusan MPR RI. 
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
  Penelitian ini termasuk sebagai penelitian pustaka (library research),yakni 
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 
membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.15 Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis 
 
13Abdi Wijaya, Hukum Tatanegara Islam, h. 1. 
14Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi 
Muatan) (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 48. 
15Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 




dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-
undangan serta berbagai literatur baik al-Qur’an, Hadits, Undang-undang, buku, 
jurnal, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
  Tujuan dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan 
suatu masalah. Hasil akhir dari penelitian ini dalam arti dapat menggambarkan 
bagaimana seharusnya nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI. Penelitian ini 
merupakan penelitian dalam bidang hukum. Melihat aturan-aturan yang 
diterapkan dalam mengatur negara dan warga negara. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan sebagai berikut : 
a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan hukum Islam 
terkait hak dan kewajiban warga negara dalam penegakan hukum terkhusus 
pandangan hukum Islam terkait nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI. 
b. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji sisi aturan  
hukum atau dasar hukum mengenai nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI. 
 
3. Sumber Data 
  Sumber data merupakan sumber informasi yang melekat pada sesuatu 
yang ingin diteliti untuk diperoleh dalam mengembangkan penelitian. Sesuai 
dengan jenis penelitian ini, maka sumber data diperoleh dengan cara mempelajari 
dan menelusuri literatur, dokumen, dan peraturan-peraturan hukum berkaitan 





a. Bahan hukum primer, meliputi : 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama 
dimana sebuah data dihasilkan.16 Adapun sumber yang menjadi acuan 
dalam penelitian ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan 
penelitian. 
b. Bahan hukum sekunder, meliputi : 
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer 
serta implementasinya.17 Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh baik dalam literatur-literatur yang ada seperti buku, jurnal, 
artikel, skripsi dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
c. Data Tersier 
Data tersier berupa hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, 
tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti wikipedia, kamus, dan lain sebagainya. 
 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses pengolahan data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan di interprestasikan sesuai dengan tujuan, 
 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 1991), h. 102. 
17Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit 




rencana, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut : 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan materi Nilai-nilai 
Keadilan dalam Keputusan MPR RI. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi 
efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak 
berputar-putar dalam membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 
yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang 
berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari 
sumber bacaan. 
 
b. Analisis Data 
Analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data 
penelitian18, atau suatu upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar 
menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan untuk memberikan solusi suatu 
permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
 




kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilih dan memilah menjadi satuan 
yang dikelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan dan memutuskan apa 
yang dapat di angkat kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. 
Metode analisis kualitatif ini akan digunakan untuk menganalisis eksistensi nilai 
keadilan dalam Keputusan MPR RI.  
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan umum 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Nilai-nilai Keadilan dalam 
Keputusan MPR (Telaah Yuridis) perspektif siyasah syar’iyyah. Adapun tujuan 
khusus dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep nilai keadilan menurut Keputusan MPR 
RI yang ditinjau dari Hukum Tatanegara. 
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mewujudkan keadilan dalam 
Keputusan MPR RI. 
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah tentang nilai 
keadilan dalam Keputusan MPR RI. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut : 




Secara teoretis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan sebagai bahan informasi yang bisa berguna bagi ilmu pengetahuan baik 
dibidang kajian ilmu hukum khususnya dalam ketatanegaraan. Sehingga dapat 
memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai 
berbagai permasalahan dalam dunia hukum Tatanegara di Indonesia dan dapat 
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait Nilai-nilai Keadilan dalam 
Keputusan MPR (Telaah Yuridis) perspektif siyasah syar’iyyah. 
 
b. Kegunaan Praktis  
Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum, 
khususnya Hukum Tatanegara terutama bagi pihak penegak hukum dalam 









NILAI-NILAI KEADILAN DI INDONESIA 
A. Pengertian Keadilan 
Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap 
suatu hal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Keadilan adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi 
sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum dan 
intuisi meskipun terlihat efisien jika tidak memiliki nilai keadilan maka harus 
dirombak ulang bahkan bisa dihapuskan. Sebagai kebijakan utama umat manusia, 
kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.1 Keadilan secara umum dapat 
diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu ide yang terdapat dalam semua 
hukum. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang 
diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga dapat diartikan 
sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang 
mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Nilai keadilan 
mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama 
dihadapan hukum. Kedudukan hak yang sama dimata hukum ini semata-mata 
sebagai bentuk keadilan dengan tidak membedakan manusia dari berbagai segi. 
Keadilan memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat 
komunal.
 
1John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan, Teori Keadilan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 




Implementasi keadilan haruslah berdasarkan ketentuan yang terdapat 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea kedua: 
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan 
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara 
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. 
Rumusan pembukaan alinea kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia adalah tuntunan semangat dari sila kelima dalam Pancasila yang 
maknanya harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan. 
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin 
adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas 
dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses 
penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Dari tujuan hukum yang 
kemudian dijadikan landasan bagi penerapan hukum dalam masyarakat baik 
melindungi hak serta memberikan ketertiban dalam masyarakat.  
Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara 
obyektif.2 Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu: 
a. Adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban 
semua orang sama didepan hukum. 
 




b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan 
substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, 
dan biaya ringan. 
c. Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.3 
d. Mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk 
menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan 
ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.4 
Persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung 
nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama 
dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “justice” yang berarti hukum, akan 
tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (impartiality). 
Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (equality) yaitu 
persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia 
menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang 
secara manusiawi. 
Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap orang 
muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada 
hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang 
 
3L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1993), h. 11. 
4Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Jakarta: 




lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin 
tersebut. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban 
manusia sangatlah berpengaruh.  
Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang 
tertera di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Dalam praktik politik, hukum, 
budaya, dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan. 
Sangatlah sukar ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan, 
karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga 
menentukan kebermaknaan keadilan. Semua manusia akan saling mencurigai dan 
tidak percaya. Meskipun dalam prakteknya keadilan yang dimaknai setiap orang 
sangatlah berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan. Terkhusus bagaimana 
agama Islam mengajarkan konsep keadilan kepada ummatNya. 
Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum 
dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan 
lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Sehingga persamaan 
tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak 
manapun yang berselisih.  Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang 
benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut 
dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.5  
Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada 
orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan 
segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa 
 




ditakuti kecuali Allah swt. Kemudian menetapkan suatu kebenaran terhadap 
masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. 
Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. 
Dalam QS Ar-Rahman: 7-9. 
  اْلِميزانَ  او تُْخِسرُ  َول بِاْلِقْسطِ  اْلوَ ْزنَ  اَوأَقِيُمو  ()اْلِميزانِ  فِي تَْطغَْوا  أَلَّ   ()اْلِميزانَ  َوَوَضعَ  َرفَعَها َوالسَّماءَ      
   Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
(keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan 
tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca 
itu. 
Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa makna keadilan adalah 
keseimbangan dan persamaan memberikan hak dan seseorang tanpa harus 
mengurangi atau melebihi takaran. 
 
1. Makna Keadilan Menurut Al-Qur’an 
Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau 
dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, 
sesuai dengan tempatnya.6 Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan 
atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan 
yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi 
konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi, keadilan 
diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang adil, 
meliputi: 
 
6Al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy, t.t., Lisan al-




a. Tidak melebihikan bahkan mengurangi daripada yang semestinya dan 
sewajarnya; 
b. Tidak keterpihakan dan memberikan suatu putusan yang berat sebelah 
atau ringan sebelah; 
c. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingakatan atau kedudukan 
serta keahliannya; 
d. Berpegang teguh kepada kebenaran; 
e. Tidak sewenang-wenang.7 
Maka dalam hal ini keadilan dapat didefinisikan menyampaikan segala 
sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi 
yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya. 
Dalam hal ini bentuk daripada keadilan yang harus ditegakkan menurut 
Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Keadilan dalam bentuk Khaliq dan makhluk. 
Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah swt. Sehingga 
telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam 
semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem 
penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang 
keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna. Maka sesuai 
dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan 
bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.8 
 
7Salim, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 1991), h. 12. 




b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk 
Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan 
saudaranya dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. 
Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia 
dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara seimbang 
antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai 
suatu kedzaliman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan. 
 Suatu keadilan dapat dilihat sebagai milik bersama dan atas dasar 
kebebasan yang ditegakkan. Maka dari itu ditetapkannya bahwa antara manusia 
yang secara sempurna. Dan dapat dijadikan sebagai jaminan dalam penegakkan 
keadilan. Sehingga tidak ada lagi yang dibeda-bedakan dalam hal tertentu. Namun 
demikian, tegaknya keadilan mesti ditunjang oleh jaminan sosial yang kuat.    
Sehingga dalam hal ini, sarana yang diperlukan dalam mewujudkan 
tegaknya keadilan terdiri dari dua aspek, yaitu: 
a. Syari’at dijadikan sebagai kesatuan konsepsional atau gagasan teoretis 
dan landasan hukum 
b. Manusia sebagai insan yang memiliki hati nurani dan mental yang 
benar-benar siap untuk melaksanakan dan taat pada konsepsi tersebut.  
Keadilan yang dimaknai tentunya kembali kepada syariat Islam. Dimana 
al-Qur’an dengan dijadikannya sebagai pedoman hidup tentunya dari makna 
keadilan yang seimbang, sama dan lainnya telah tersurat di dalamnya. Keadilan 




bersama. Keadilan tidak untuk diri sendiri tapi bagaimana keadilan yang 
ditegakkan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Bagaimana manusia 
yang diciptakan dengan kesempurnaan dapat menjadikan dirinya sebagai tonggak 
tegaknya keadilan. 
 
B. Jenis-jenis Keadilan 
1. Keadilan Komutatif 
Pengertian keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada 
masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan 
hak seseorang pada suatu objek tertentu. Keadilan komutatif ini bertujuan 
memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan 
yang adil antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan 
warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga 
satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan 
kepentingannya. Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan 
hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara 
manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. 
 
2. Keadilan Distributif  
Keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi 
haknya, maka sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan 
penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat 
dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada 




warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, 
maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana 
tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. 
 
3. Keadilan Legal (lustitia Legalis) 
Pengertian keadilan legal adalah suatu keadilan menurut undang-undang 
yang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan 
bersama atau banum commune. 
Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara 
hubungan individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah 
semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh Negara 
dihadapan hukum. Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan 
martabat yang sama dan diperlakukan secara sama dan sebagai warga Negara 
yang sama status dan kedudukannya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum 
yang berlaku.9 
 
4. Keadilan Vindikatif 
Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-
masing orang hukuman atau benda sebanding pelanggaran atau kejahatan yang 
dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta tujuan 
hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Apabila 
seseorang berusaha mewujudkan, maka harus bersikap adil. Tetapi sebaliknya, 
 
9http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/ 




bila seorang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama 
tersebut, maka patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau 
kejahatan yang dilakukannya. 
 
5. Keadilan Kreatif 
Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing 
orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan 
kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada tiap 
orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.  
Keadilan kreatif mutlak diperlukan untuk terwujudnya kemajuan 
masyarakat. Tanpa keadilan kreatif, maka tidak ada perkembangan berarti. Karena 
itu, negara-negara demokratis sangat menekankan adanya keadilan kreatif. 
 
6. Keadilan Protektif 
Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada 
pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi 
warga masyarakat wajib dilindungi dari adanya tindak sewenang-wenang pihak 
lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif ini diperlukan 
adanya tiga hal, yaitu : tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan 
terhadap hak asasi manusia, dan konsitensi negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan umum.  
Sebagaimana sudah disebutkan diatas, ada berbagai jenis keadilan. Namun, 
yang sering dibicarakan hanya tiga jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, 




merupakan keadilan dasar. Ketiga keadilan tersebut berkenaan dengan tiga 
struktur dasar hubungan yang ada dalam masyarakat, yaitu: hubungan antara 
pribadi dengan pribadi (ordo partium ad partes); hubungan antara keseluruhan 
masyarakat dengan pribadi-pribadi (ordo totius ad partes); hubungan antara 
pribadi-pribadi dengan keseluruhan masyarakat (ordo partium ad totum). 
 
C. Nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI yang bersifat Penetapan 
(beschikking) 
Dalam teori perundang-undangan, aturan hukum yang bersifat penetapan 
(beschikking) tidak bisa mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat 
pengaturan (regeling). Aturan hukum yang bersifat penetapan harus merujuk atau 
menyesuaikan dengan aturan hukum yang bersifat pengaturan.  
MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang 
bersifat mengatur (regelling). MPR pasca perubahan UUD 1945 hanya diberikan 
kewenangan dalam membuat ketetapan yang bersifat keputusan (beshickking). 
Dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan 
Negara, berarti aturan dasar Negara kita berlaku secara singular atau tunggal yang 
bertumpu kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR kini tidak 
lagi berwenang menerbitkan aturan dasar Negara (grundnorm) di luar UUD NRI 
Tahun 1945 yang bersifat mengatur. 
Penempatan Ketetapan MPR tersebut di bawah Undang-Undang Dasar dan 
di atas Undang-Undang hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan dan status 
hukum terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku, karena menurut Undang- 




mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (regeling) dan hanya bisa 
mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya penetapan (beschikking). 
Sedangkan, mengenai penggunaan istilah “keputusan” dan “peraturan”10, 
negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan 
yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan 
keputusan-keputusan itu: Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan 
abstrak (umum dan abstrak) biasanya pembantuan, sedangkan yang bersifat 
individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi 
penetapan administratif (beschikking) atau keputusan yang berupa ‘vonnis’ hakim 
yang lazimnya disebut deengan istilah putusan. 
Pada lembaga legislatif, ketidakpastian hukum pun seringkali terjadi. 
Undang-undang yang merupakan produk legislatif tidak jarang bertentangan 
dengan Undang-undang yang lain. Bahkan sebuah Undang-undang kadangkala 
bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau Ketetapan MPR. Pertentangan Undang-
undang dengan Undang-undang lain atau dengan UUD 1945 atau ketetapan MPR 
secara langsung karena norma atau kaidah yang diatur dalam Undang-undang 
sebelumnya dianggap telah usang atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
masyarakat. Sementara norma atau kaidah lama tersebut belum dicabut, sehingga 
menimbulkan kesan duplikasi atau tumpang tindih (overlepping) perundang-
undangan. Sedangkan pertentangan secara tidak langsung dapat terjadi jika sebuah 
undang-undang mengatur suatu materi khusus, namun sebagian di antaranya 
menyangkut materi khusus pula yang terkait dengan undang-undang lain. Dalam 
 




ilmu hukum yang legalistik-positivistik, hukum sebagai pranata pengaturan yang 
mekanistik dan deterministik. Dalam pandangan positivisme, hukum adalah suatu 
keteraturan.11 
Rasa keadilan masyarakat adalah harapan masyarakat terhadap nilai-nilai 
keadilan dengan ditegakkannya keadilan (justice enforcement) dalam setiap 
keputusan, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. 
Penyelesaian yang lebih mengutamakan rasa keadilan masyarakat daripada 
sekedar mempertahankan sebuah kebijakan yang resisten dalam masyarakat harus 
ditempuh oleh pengemban kekuasaan publik. Hanya dengan cara demikian maka 
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat terwujud secara simultan.
 
11Achmad Ali, Hakikat Ilmu Hukum dan Solusi Keluar dari Keterpurukan Hukum di 





NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KEPUTUSAN MPR RI 
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 
 
A. Pengertian Nilai Keadilan dalam Keputusan MPR RI Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah  
Dalam konteks negara, nilai keadilan disesuaikan dengan berbagai 
undang-undang dan peraturan baku yang bersifat tekstual-yuridis dan mesti 
ditegakkan oleh para penegak hukum. Maka hukum digunakan sebagai perangkat 
untuk menemukan dan menegakkan keadilan.  
Agama Islam mengajarkan bagi penganutnya untuk menjunjung tinggi 
nilai keadilan, Islam memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil atau 
menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. 
Demikian QS al-Nisa/4: 58 
ٰٓ أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَْيَن ٱلنَّاِس أَن تَْحكُُموا   ۞ ِت إِلَىَٰ نََٰ َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا  ٱْلَ َمَٰ  إِنَّ ٱَّللَّ
                     َ ا يَِعظُكُم بِِهۦٰٓ ۗ إِنَّ ٱَّللَّ َ نِِعمَّ ا بَِصيًرا بِٱْلعَْدِل ۚ إِنَّ ٱَّللَّ   َكاَن َسِميعًًۢ
Terjemahnya :  Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 
kepada orang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil.  Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Melihat.1 
Adil (Ar;al-adl), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam 
rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan 
 






merugikan dirinya sendiri.2 Secara terminologis adil berarti mempersamakan 
sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga 
sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga 
berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.3 
Adil dalam ilmu hadits berarti “Ketaatan menjalankan perintah Allah 
swt.4dan memelihara hak dan kewajiban, dan berani menegakkan yang benar 
(muruah). Dalam periwayatan hadits, social al-adl (adil) merupakan salah satu 
kriteria penyampai hadits untuk menentukan apakah hadits yang diriwayatkannya 
sahih atau tidak. 
Nilai-nilai fikih siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang 
pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana 
sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Bukhori. 
an abi hurairah. Radiyallahu anhu. aninna biyyi sallallahu alaihi wasallam 
kala “Sab’atun yudilluhumullahu ta’ala pi dillihi yauma La dilla illa 
dilluhu imamun adlun.”  
Artinya : “Dan Abu Hurairah radiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah 
saw., ada 7 golongan yang dinaungi Allah swt. dibawah naungannya, pada hari 
kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah iman 
yg adil. ” 
 
2Anonim, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), h. 50. 
3Anonim, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 51. 
4Nur Cahaya, Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi 
(Medan: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN-SU dan Mizaka 




“Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pemimpin yang adil 
akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, dimana tidak ada naungan selain 
dari Allah swt. Menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan 
manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja, melainkan sang 
pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga. Kepemimpinan adil yang 
dicontohkan Rasulullah saw. kemudian diikuti juga oleh para khalifah rosidin. 
Kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi saw. sangat sukses sehingga sangat 
wajar jika dijadikan acuan untuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya.”   
Dalam al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku 
adil dan segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Dalam beberapa bidang 
hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah 
atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Beberapa ayat al-Qur’an, dijelaskan 
secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam 
memutuskan perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan.  
Apabila dilihat dalam berbagai literatur, terkesan bahwa keadilan itu 
berkaitan dengan urusan pengadilan. Sebenarnya masalah keadilan itu 
menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang 
pemerintahan. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab 
kejujuran itu salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang 
telah ditetapkan oleh Allah swt.5 
 
5Abdul Halim Uwaays, Al-fiqh al-Islam Bayn al-Tatawun wa al-sabat, alih bahasa 
Zarkasyi Chumaidy dengan judul, Ijtihad Statis dan Dinamis (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 




Menurut Ibnu Qudamah, bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah 
sesuatu yang tersembunyikan, motivasinya semata-mata karena takut kepada 
Allah Swt. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang 
dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak 
dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan 
kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa harus 
ditetapkan dan sifat-sifat sosial lainnya.6 
 
B. Pengertian Keadilan dalam Penegakan Hukum berdasarkan Keputusan 
MPR RI Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki 
kedudukan tinggi dalam Islam.7 Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai 
makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, dan keadilan dalam hak-
hak manusia. 
Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam: 
1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin  kebebasan jiwa dengan    
kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi 
ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara 
keseluruhan.  
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada 
kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru 
 
6Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1996), h. 26. 
7Pradana Boy, Fikih Jalan Tengah (Jakarta: Dialektika Hukum Penerbit Hamdalah, 




dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan 
kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak 
dan kewjibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.8 
Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah 
merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.9 Keadilan 
dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah 
sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan 
tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan 
segala yang ditentukan oleh Allah swt. pasti adil.10 
Dalam menegakkan hukum, harus mendapat perhatian yang seimbang 
secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. 
Keadilan adalah tujuan manusia dalam seluruh skop kepemimpinan dan 
pemerintahan, dan mereka yang memegang suatu kepemimpinan dan bagi setiap 
Muslim.11 
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 
hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan 
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai 
 
8Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya (Cet. I, Jakarta: 
Gema Insani Press, 2005), h. 34. 
9Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 214. 
10Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan 
dan Implementasinya (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 46. 
11Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim (Gema 




justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul 
keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.12 
Keadilan selanjutnya dapat dilihat dalam QS. al-Nahl/16 : 90  
َ  إِنَّ           نِ  بِٱْلعَْدلِ  يَأُْمرُ  ٱَّللَّ ْحَسَٰ  ۞ َوٱْلبَْغىِ  َوٱْلُمنَكرِ  ٱْلفَْحَشآٰءِ  َعنِ  َويَْنَهىَٰ  ٱْلقُْربَىَٰ  ِذى  َوإِيتَآٰئِ  َوٱْْلِ
  تَذَكَُّرونَ   لَعَلَّكُمْ   يَِعظُكُمْ   ۚ                                                              
Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.13 
Keadilan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap tegaknya 
stabilitas kehidupan rakyat. Menjaga stabilitas yang sesungguhnya adalah dengan 
menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Keadilan menuntut supaya orang 
tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang itu 
menyatakan kepentingan umum.14 Keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh 
dengan mudah, namun harus terus diupayakan agar dapat terwujud.15 
 
C. Bentuk Keadilan dalam Kepastian Hukum memuat Keputusan MPR RI 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
Suatu kepastian hukum akan berjalan efektif apabila didukung dengan 
penegakan hukum yang baik. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran 
 
12Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 
2002), h. 161. 
13Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Tehran: Dustan-Nahid), h. 1241. 
14Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Cet. XVIII, Yogyakarta: 
Kanisius, 2011), h. 43. 
15Maria S. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi 




esensial dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Secara 
prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat 
(manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan 
manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Keadilan 
merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang 
perjalanan sejarah filsafat hukum.16 Salah satu aspek dari asas kepastian hukum 
adalah penegakan hukum. Penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan 
perundang-undangan. Masyarakat menyimpan harapan penuh akan terciptanya 
aspek hukum yang bertujuan pada kemanfaatan.  
Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek 
lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan 
terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam 
kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan adalah memajukan kebaikan 
dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai hukum. 
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukumn secara hakiki 
harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 
dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara Normatif 
adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 
mengatur secara pasti dan logis.17  
Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan 
tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan 
 
16Dardji Darmodiharjo Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana 
filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 155. 




keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan 
kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta 
bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada 
dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”18 
Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan 
upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah 
pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang 
siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat 
memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, 
kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.  Kepastian salah satu 
ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum 
tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di 
gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.19 
Oleh karena itu, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah memastikan 
bahwa hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan 
yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka 
keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. Jelas, bahwa 
dalam teori Radbruch tidak diizinkan adanya pertentangan antara keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum dan kemanfaatan, bukan saja harus 
 
18L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran. Kerangka 
Berfikir (Bandung: PT. REVIKA Aditama, 2006), h. 85. 
19L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran. Kerangka 




diletakkan dalam kerangka keadilan , tetapi juga sebenarnya merupakan suatu 
kesatuan dengan keadilan itu sendiri.20 
Keadilan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu: 
1. Keadilan dalam bentuk perundang-undangan (al-‘adalah al-
qanuniyyah) 
2. Keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima‘iyyah) 
3. Keadilan antarbangsa (al-‘adalah al-dauliyyah)20 
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 
terutama untuk norma hukum tertulis.21 Jelas dalam artian tidak menimbulkan 
keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan 
norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 
 
20Bernard L. Tanya, Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2011), h. 67. 
20Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama 
Universal (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 25-27. 
21Memahami Kepastian dalam Hukum (http//ngobrolinhukum.wordpress.com diakses 





NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KEPUTUSAN MPR MENURUT 
SIYASAH SYAR’IYYAH 
  
A. Keputusan MPR RI terhadap Nilai-nilai Keadilan dalam Penegakan 
Hukum di Indonesia menurut Siyasah Syar’iyyah 
Nilai-nilai keadilan yang diletakkan dalam perumusan undang-undang 
dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 
persamaan kedudukan status sosial, materi , pendidikan dan agama. Sehingga 
tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang No.15 
Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan 
perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dan berada 
satu tingkat di atas Undang-Undang. 
Ketetapan MPR merupakan bentuk suatu keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR ada yang bersifat mengatur (regeling) 
dan yang bersifat penetapan (beschikking). Pertama sekali Ketetapan MPR diatur 
dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR 
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 
Perundangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 





Ketetapan MPR mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hierarki yang 
sekaligus berada di bawah UUD 1945. Kemudian pada tahun 2000 MPR 
mengeluarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengatur tentang Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka TAP MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. TAP MPR Nomor 
III/MPR/2000, Ketetapan MPR masih mempunyai kedudukan sebagai bagian dari 
hierarki peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya, setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 terkait 
MPR yang dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 
menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar”. 
 Ketentuan ini menyebabkan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi 
negara yang dahulunya dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat, ditambah 
lagi dengan adanya pemilihan umum yang dimana Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih langsung oleh rakyat sehingga yang dahulunya Presiden dan Wakil 
Presiden bertanggung jawab kepada MPR, sekarang Presiden dan Wakil Presiden 
langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat. 
Dalam kajian siyasah syar’iyyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut 
juga dengan ,yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan 
hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan 





ِه ق   ۡكم  إِلَّ ِِلَّ ب ِي َوَكذَّۡبت م بِِهۦۚ َما ِعنِدي َما تَۡستَۡعِجل وَن بِِهۦ ۚ إِِن ٱۡلح  ن رَّ يَق صُّ  ۡل إِن ِي َعلَٰى بَي ِنَٖة م ِ
ِصِلينَ   ٥  ٱۡلَحقَّه َوه َو َخۡير  ٱۡلفَٰ
Terjemahnya : “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah 
yang nyata (al-Qur’an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. 
Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan 
kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah swt. Dia 
menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling 
baik".1 
 Akan tetapi, dalam wacana siyasah syar’iyyah, istilah al-sulthah al-
tashri’iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan 
pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan 
eksekutif (al-sulthah altanfidziyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al- 
qadlaiyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif/al-sulthah al-tashri’iyah berarti 
kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan 
yang telah diturunkan Allah swt. dalam syariat Islam. 
Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi : 
1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 
 
1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 




3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan Nilai-nilai 
dasar syariat Islam. 
Pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu 
hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan 
umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.  
Sebenarnya pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan 
perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir 
Barat merumuskan teori mereka tentang Trias Politika. Ketiga kekuasaan ini, 
kekuasaan tashri’iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), kekuasaan 
qadlaiyah (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad saw. di 
Madinah, sebagai Kepala Negara.  
Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan 
menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada 
Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas pun 
berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat. 
Pada masa Khulafa al-Rasyidun, dengan semakin meluasnya wilayah 
kekuasaan Islam hingga keluar jazirah arab, dan juga permasalahan yang ada pada 
saat itu, maka para khalifah dalam mengatasinya merujuk pada al-Qur’an kalau 
mereka tidak menemukan jawabannya dalam al-Qur’an mereka mencarinya dalam 
sunah nabi. Namun karena belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat 
lain yang senior (al-sabiqunalawwalun). Dalam periode ini, sahabat senior lebih 




fungsi kekuasaan. Sahabat-sahabat senior inilah yang kemudian disebut oleh para 
kalangan ulama kontemporer dengan sebutan “Ahlu-Halli al-‘Aqdi”. 
Dasar hukum lembaga Ahlu-Halli al-‘Aqdi adalah keterangan al-Qur’an 
yang menyinggung permasalahan siyasah syar’iyyah dalam QS al-Nisa/4: 58-59. 
واْ  تَۡحك م  أَن  ٱلنَّاِس  بَۡيَن  َحَكۡمت م  َوإِذَا  أَۡهِلَها  إِلَٰى   ِت  نَٰ ٱۡۡلََمٰ ت َؤدُّواْ  أَن  ك ۡم  ر  يَۡأم   َ ٱِلَّ ۞إِنَّ 
إِ  بِِهۦ ۗٓ  يَِعظ ك م  ا  نِِعمَّ  َ ٱِلَّ إِنَّ  بَِصيٗرا   بِٱۡلعَۡدِلۚ  ا  َسِميعََۢ َكاَن   َ ٱِلَّ َ   ٥٨نَّ  أَِطيع واْ ٱِلَّ اْ  َءاَمن و  ٱلَِّذيَن  أَيَُّها 
يَٰ 
س وِل إِن و ِ َوٱلرَّ دُّوه  إِلَى ٱِلَّ َزۡعت ۡم فِي َشۡيٖء فَر  س وَل َوأ ْوِلي ٱۡۡلَۡمِر ِمنك ۡمه فَإِن تَنَٰ أَِطيع واْ ٱلرَّ ك نت ۡم َّ
ِ َوٱلۡ ت   ِلَك َخۡيٞر َوأَۡحَسن  تَۡأِويًلا  ۡؤِمن وَن بِٱِلَّ
 ٥٩يَۡوِم ٱۡۡل ِخِرۚ ذَٰ
Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul, 
dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 
Rosul (sunahnya)”2 
Berdasarkan ayat al-Qur’an inilah manusia dapat mengambil pelajaran 
sebagai petunjuk dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya petunjuk tentang 
konsep dasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dan 
kehidupan sosial seperti firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa ayat 58-59. Jika 
 




dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain (munasabah ayat) akan menghasilkan 
suatu konsep tentang prinsip kepemimpinan yang baik.  
 
B. Fungsi Keputusan MPR RI dalam Penegakan Hukum di Indonesia 
menurut Siyasah Syar’iyyah 
Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, 
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 
pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah 
adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 
kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas 
dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri 
serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan 
istikamah.3 
Suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar dalam penegakan 
hukum harus dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal 
bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua 
peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-
masing setiap negara yang tercermin dalam Nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum 
syariat yang telah dijelaskan oleh al-Qur’an dan sunah nabi, baik mengenai 
akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya. 
Adapula istilah Siyasah dusturiyah, yang merupakan bagian siyasah 
syar’iyyah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini 
juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara 
 




dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 
(bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syuro 
yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 
itu, Siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga 
negara yang wajib dilindungi.4 
Siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain: 
1) Bidang Siyasah Tasyri’iyah, termasuk dalam permasalahan Ahl Al-Hall 
Wa Al-‘Aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang 
Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana.  
2) Bidang Siyasah Tanfiziyah, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai’ah, 
wizarah, waliy al-ahadi. 
3)  Bidang Siyasah Qadaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan.  
4) Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih 
banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini 
disebabkan antara lain oleh :  
a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang 
teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan 
negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih 
konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan 
 
4Muhammad Iqbal, Fiqh  Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 




pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan 
penyelidikannya kepada hal-hal praktis.  
b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara 
tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya 
mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat 
negara. 
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
oleh lembaga negara atau pejabat yang bertanggung jawab melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 
Keputusan MPR merupakan Keputusan majelis yang kekuatan hukumnya 
mengikat ke dalam anggota majelis. Adapun fungsi keputusan MPR adalah: 
1) Mengatur pelaksanaan muatan Undang-Undang Dasar 1945 
2) Memerinci lebih lanjut isi dari Undang-Undang Dasar 1945 
3) Menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945 
4) Mengantisipasi kebutuhan hukum bagi perpu 
5) Membatasi kewenangan legislatif dan kewenangan eksekutif, dimana 
presiden dengan DPR tidak bisa membuat undang-undang dan 
presiden pun tidak bisa membuat keppres tanpa landasan hukum pers 
di Indonesia yang jelas 




Apabila fungsi Keputusan MPR bagi UUD 1945, maka menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Karena tidak ada konsistensi hukum antar keduanya. Di 
satu sisi keputusan MPR berada dibawah UUD 1945, yang konsekuensinya tidak 
dapat mengalahkan ketentuan UUD 1945, sedangkan di sisi lain mengalahkan 
UUD 1945.  
 
 
C. Pandangan Para Ahli Tatanegara tentang Keputusan MPR RI terhadap 
Nilai-nilai Keadilan di Indonesia 
Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh 
Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, 
Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di 
dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu 
kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan 
perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa 
yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang 
yang sama.5 Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa 
keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula 
bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles 
berdasar pada prinsip persamaan.  
Pengertian dan definisi peraturan perundang-undangan dikunci pada aspek 
ketentuan yang mengatur (regeling) dengan sifat berlaku umum, tidak konkret dan 
ditujukan untuk publik. Hal tersebut berbeda dengan sifat yang melekat dalam 
 




suatu keputusan (becshikking) yang bersifat konkret, individual dan berlaku sekali 
waktu (einmalig). Jika ditarik dalam konteks sistem perundang-undangan 
Indonesia, maka suatu produk hukum dalam setiap tingkatan kelembagaan Negara 
dapat dikatakan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, jika 
memenuhi unsur peraturan (regeling). 
Setidaknya ada 2 (dua) aspek yang mendasari struktur dan karakterisitik 
peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Pertama, ilmu 
pengetahuan yang berkembang di negara yang bersangkutan. Kedua, sistem 
ketatanegaraan yang berlaku di negara tersebut. Jika berkaca pada kondisi 
Indonesia, peraturan perundang-undangan yang kita miliki, sangat ditentukan oleh 
sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sebagai contoh, kedudukan TAP MPR sangat 
ditentukan oleh pengaturan kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan 
sesudah amandemen. 
Hal ini sejalan dengan pendapat A. Hamid S. Attamimi, yang menegaskan 
bahwa teori perundang-undangan yang berkembang di Eropa Continental hendak 
memodernisasikan pranata ketatanegaraan pada umumnya dan pranata perundang-
undangan pada khususnya, sehingga perlu juga dilihat, dibandingkan, dan jika 
perlu ditiru sistemnya di negara lain. Akan tetapi cita dan filsafat yang 
mendasarinya, nilai-nilai titik tolaknya, pengertian dan pemahaman dasarnya, 
serta ruang lingkup dan tata kerja penyelenggaraannya, singkatnya paradigma-
paradigmanya, harus tetap mempertahankan apa yang digariskan oleh Cita Negara 




Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
termaktub dalam Hukum Dasar kita, yaitu UUD 1945.6 
Kedudukan TAP MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan 
kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 
1945 membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat 
kepada MPR. Salah satu perubahan penting dalam UUD 1945 yang 
mempengaruhi kedudukan dan kewenangan MPR adalah perubahan pada bagian 
bentuk dan kedaulatan Negara khususnya pada Pasal 1 ayat (2) UUD. Sebelum 
amandemen disebutkan bahwa, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan 
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Mengutip pendapat Mahfud MD, bahwa TAP MPR tetap saja boleh ada 
dan dikeluarkan oleh MPR, tetapi terbatas hanya untuk penetapan yang bersifat 
beschikking (konkret dan individual) seperti TAP MPR tentang pengangkatan 
Presiden, TAP MPR tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya.7 Bahkan 
TAP MPR tetap dijadikan sebagai sumber hukum yang bersifat materil. 
Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa sebagai sumber 
hukum, TAP MPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil (bahan 
pembuatan hukum), namun bukan sumber hukum formal (peraturan perundang-
undangan). Sebagai sumber hukum materil, TAP MPR bisa menjadi bahan hukum 
seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam 
 
6A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan 
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, tanggal 25 April,1992), 
dalam Saleh Asri Muhammad, Kompilasi Orasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Bina 
Mandiri Press, 2006), hlm. 75. 
7Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi 




masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, warisan sejarah dan budaya 
bangsa dan lain-lain.8 
Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah 
dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari 
pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap 
alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosofi. Inti dari 
berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi 
kedalam dua golongan. 
 Pertama obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin 
ada, yakni kesemestaan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non 
material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti 
nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua 
obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan 
atas obyek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran 
atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.9 
Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan 
dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan 
keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil 
adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Bagi 
Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya 
 
8Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi, h. 35. 
9Muhammad Nursyam, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 




keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang 
membuat dan menjaga kesatuannya. 
Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual 
dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai 
keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan 
itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: “let us enquire first what it is the 
cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the 
larger in the shape of the smaller.10 
Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan 
individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa 
keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada 
bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu 
masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut 
kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. 
Fungsi dari penguasa ialah membagi bagikan fungsi-fungsi dalam negara 
kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja 
sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang 
disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan 
dalam ungkapan “giving each man his due” yaitu memberikan kepada setiap 
orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-
undang perlu dibuat.  
 




Dalam kaitannya dengan hukum, obyek materialnya adalah masalah nilai 
keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formalnya 
adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar 
yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang 
penggunaan nilai keadilan dimaksud.  
Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan 
obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak 
ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya. 
Seperti yang dijelaskan dalam ayat QS al-Nisa/4: 135.  
ِ َولَۡو َعلَٰى  أَنف ِسك ۡم أَِو ٱۡلَوٰ  ِميَن بِٱۡلِقۡسِط ش َهدَا َء ِِلَّ  ِلدَۡيِن َوٱۡۡلَۡقَربِيَنۚ إِن يَك ۡن ۞يَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمن واْ ك ون واْ قَوَّٰ
َ َكاَن بَِما تَۡعَمل وَن َخبِيَغنِيًّا أَۡو فَِقيٗرا فَٱِلَّ  أَۡولَٰى بِِهَماه فَ  واْ فَإِنَّ ٱِلَّ اْ أَۡو ت ۡعِرض   َوإِن تَۡلو ۥ 
ٗرا  ًَل تَتَّبِع واْ ٱۡلَهَوٰى  أَن تَۡعِدل واْۚ
١٣٥ 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di 
masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan 
nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang 




Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Dengan fundamen politik 
pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 
D. Pandangan siyasah syar’iyyah tentang nilai Keadilan dalam Keputusan 
MPR RI 
Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat 
manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk 
menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya 
keadilan. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang 
mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam 
digantungkan kepada nilai keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-
Qur’an dan didukung oleh hadis dari Rasulullah saw. Karena tidak mungkin 
manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. 
Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak 
kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.11 Keadilan 
sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah 
melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama 
sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. 
Universalisme nilai keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang 
meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam 
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berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam 
berinteraksi dengan Khaliq-Nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. 
Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka 
jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. 
Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi 
sumber segala bencana kehidupan.12 
Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan sosial 
dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang 
memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, 
bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas 
dengan kelas yang lain. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa 
pandang bulu.  
Dalam Islam, keadilan ilahi diabadikan dalam wahyu ilahi dan 
kebijaksanaan nabi yang disampaikan kepada umatnya. Wahyu, ditransmisikan 
dalam firman Allah, yang ditemukan di dalam al-Qur’an, dan kebijaksanaan ilahi 
itu diucapkan dengan kata-kata nabi dan diumumkan sebagai sunah. Ini dua 
sumber tekstual yang tersedia sebagai bahan baku untuk hukum Islam dan 
Keadilan.13 Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang nilai keadilan sebagai berikut: 
    يَْنُصرُ  للاُ  : يُْرَوى  َوِلَهذَا َكِريَمة   اْلعَدْلِ  َوَعاقِبَةُ  َوِخيَمة   الظُّْلمِ  َعاقِبَةَأَنَّ  فِي يَتَنَاَزعُوا لَمْ  النَّاسَ  فَإِنَّ 
اِلَمةَ  الدَّْولَةَ  يَْنُصرُ  َولَ  َكافَِرة   َكانَتْ  َوإِنْ  اْلعَاِدلَةَ  الدَّْولَةَ    14                            ُمْؤِمنَة   َكانَتْ  َوإِنْ  الظَّ
 
12M. Syamsi Ali, Dai Muda di New York City (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 272. 
13N. Hanif, Islamic Concept of Crime and Justice (Cet. I. New Delhi: Sarup & Son, 
1999), tanpa halaman. 




 Maksudnya: Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa 
dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah 
baik. Oleh karena itu, dituturkan, “Allah menolong negara yang adil walaupun 
negara itu kafir dan tidak akan menolong negara negara zalim, walaupun negara 
itu mukmin.”  
Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang bersifat syar’i, yakni 
istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam, yaitu al-Qur’an 
dan al-Sunah, baik dalam hukum muamalah yang berkaitan dengan sanksi ataupun 
hukum-hukum lain.  
 Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah swt. 
Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang 
buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. Karena itu, berbuat adil 
kepada apa pun dan siapa pun merupakan keharusan bagi siapa saja dan 
kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada apa pun dan siapa pun.15 
 Al-Qur’an dan hadis nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang 
telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh 
imam al-Syafi’i, “tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah 
melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya”16 
dengan kerangka berpikir tersebut, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap 
permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu 
aktivitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah siyasah. Karena Islam 
 
15Muhammad Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Gema Insani: Sebuah Tinjauan 
Islam, 2001), h. 57. 
16Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, Al Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir 




itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada 
batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah Siyasah Syar’iyyah atau 
syariat. 
 Dengan siyasah Syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 
menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. 
Sedang Siyasah Syar’iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi 
tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan. 
 Nilai keadilan menjadi penting untuk diperhatikan, karena tujuan akhir di 
dalam pembaharuan atau pembangunan hukum adalah dalam rangka membuka 
dan memberikan jalan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Artinya, keseluruhan hal ini titik akhirnya adalah untuk kebaikan di dalam 
keadilan bersama warga bangsa melalui ketentuan hukum yang akan 
mengaturnya. 
 Rasa keadilan masyarakat adalah suasana kebatinan masyarakat akan 
harapan terhadap nilai-nilai keadilan. Inti dari rasa keadilan masyarakat adalah 
ditegakkannya keadilan (justice enforcement) dalam setiap keputusan. Suatu 
peraturan perundang-undangan biasanya dibuat dengan memperhatikan kondisi 
masyarakat, dan sejauh jangkauan daya absorpsi pembuat undang-undang 
terhadap kondisi yang akan datang.  
 Mengenai peraturan tata tertib MPR, pertama kali dibentuk pada tahun 
1973 melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 102 Ketetapan MPR 




1) Bentuk-bentuk Putusan Majelis adalah: 
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan 
b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam. 
3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis. 
Pada tahun 2004 melalui Keputusan MPR Nomor 7/MPR/2004 tentang 
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR Nomor 13/MPR/2004, 
menyatakan bahwa jenis Putusan Majelis ada tiga yaitu : 
1. Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar 
Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar adalah Putusan 
Majelis: 
a. Mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia; dan 
b. Tidak menggunakan nomor putusan majelis. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Ketetapan MPR adalah putusan majelis: 
a. Berisi hal yang bersifat penetapan (beschikking); 
b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam 





c. Menggunakan nomor putusan Majelis. 
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Keputusan MPR adalah putusan Majelis: 
a. Berisi aturan atau ketentuan intern Majelis; 
b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis; 
c. Menggunakan nomor putusan Majelis. 
Ketetapan MPR adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak 
disebutkan dalam UUD, melainkan sebagai sesuatu yang tumbuh dalam praktek 
ketatanegaraan yang diikuti secara terus menerus, sehingga menjadi suatu 









A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konsep nilai keadilan dalam penegakan hukum menurut Keputusan MPR 
ditinjau dari Hukum Tatanegara , sesungguhnya sudah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan misalnya menentukan bahwa “materi muatan 
peraturan perundang-undangan mengandung nilai keadilan”. Dalam 
penjelasannya dikemukakan yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah 
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara 
tanpa kecuali. Selain itu juga mendegradasi ketentuan Pasal dari 
“mengandung asas keadilan, menjadi “mencerminkan keadilan”. Maka 
pada suatu putusan mengutamakan penegakan hukum berdasarkan hukum 
positif yang berlaku (legalistik-positivistik) dibandingkan dengan 
penegakan keadilan dalam memutus perselisihan. 
2. Upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam Keputusan MPR 
adalah melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi , serta dengan melaksanakan pembangunan hukum 




dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan 
penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip 
kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang 
melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu 
sendiri.1 
3. Pandangan siyasah syar’iyyah tentang nilai keadilan dalam Keputusan 
MPR RI adalah bahwa keadilan merupakan salah satu nilai asas yang 
harus dijunjung, keadilan berbasis tauhid yang dilimpahkan oleh Allah 
SWT. yang tertuang dalam aqidah dan syariah dan keadilan berbasis 
undang-undang, yakni kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan dalam 
pranata sosial yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
 
B. Implikasi 
1. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, diharapkan penegakan 
hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, 
serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan dan 
kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara hukum yang mengedepankan 
konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang 
memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-
peraturan yang teratur dalam penegakkannya. 
 
1Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama 




2. Pemerintahan dalam mewujudkan keadilan diharapkan berperan serta 
dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk 
kebebasan pers dan kebebasan beragama. Amanat konstitusi menegaskan 
keadilan selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya 
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